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Protes dari JBM

JAKARTA-Rencana pemerintah
untuk mengesahkan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Perlindu-
ngan Pekerja Migran Indonesia

DOK. IMDUPOS

AKS: Sejumlah keluarga buruh migran melakukan kampanye simpatidi

Bundaran Hl, Jakarta,

(PPMI) menuai kritk dari elemen thbelummengadopmsecarame (PPTKIS): Dalam posisi it me-

aliansi pemerhati buruh migran,
Aliansi yang tergabung dalam
Jaringan Buruh Migran(JBM) ter-
sebut menilai masih banyak ke-
lemahan dalam RUU PPMI

" Buruh migran mayoritas kaum
perempuan, tapi kenapa peme-
rintah belum memberikan hak
perlindungan penuh kepada bu-
ruh migran," tegas Koordinator
Program Solidarites Prempuan
Nisaa Yura saat jumpa wartawan
i Jakarta, Selasa (24/10).

Diamenuturkan, delam RUU ma-

nyeluruh pertindungan kepada
buruh migran. Sehingga kaum
yang rentan menjadi korban per-
aganganmanusia ersebut keke-
rasan seksual dan pelanggaran
HAM tersebut idak menjadi sub-
jek prioritas, Tidak hanya itu, me-

-nurunya tidak sedikitanak burh

migran kerap kali idak memper-
oleh hek pengakuan,

" Buruh migran kita sangat ber-
gantung pada pihak swasta da-
lam halini Perusahaan Penyedia
Tenaga Kerja Indonesia Swasta

reka sangat rentan dan tereks-
ploitasi) terang Nisaa.

Menurut Nisaa, pada situasi
yang memaksa buruh migran
menjadikorban Tindak Pidana
Perdagangan Orang(TPPO),
idealnya RUU PPMI harus sin-
kzon dengan UU TPPO, Selain
itu, dalam RUU PPMI, pemerin-
tahjugalalai memperhatikan UU
Nomor 7 Tahun 1984 Tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai
Pengapusan Segala Bentuk Dis-
Kriminasi Terhadap Perempuan,

Sikap yang sama diberikan Wi-
ke Devi dari Human Rights
Working Group (HRWG). Dia
mengatakan, dalam RUU PPMI
mengamanatkan penempatan
buruh migran harus berdasarkan
pada perfanjian bilateral dengan

| negara penempatgn. Namun

hingga saat ini, menurut Wike
negata Indonesia melakukan pe-

i langgaran, karena mengirim

buruh miggan tanpa adanya per-

/. janjian bilateral dengan negara

tujuan buruh migran.

"Buruh migtan kita dibiarkan
bekerja di negara penempatan
tanpa memiliki standar kerja la-
yak, jaminan sosial, penetapan
hak dan tanpa perlindungan da-
1i pemerintahy ujarya,
Memurut Wike, penguatan per-
janjian bilateral dapat menyele-
satkansetiap masalah yang mun-

oul dari buruh migran di uar ne-

geri. Tentu szja, dikatakan Wike
harus ada sikap berani pemerin-
tah untuk bargaining position
dengan negara tujuan buruh
migran, "Tentu saja ni bisa dima-
sukkan dalam tugas dan fungsi
atase ketenagakerjaan kita di luar
negeri, Karena dari 13 atase be-
lum memiliifungsidan tanggung
jawab untuk memverifikasi, mem-

fasilitasi dan menangani perihal
Ketenagakerjaan) terang Wike,

Di tempat yang sama, Ketua
Umum (Ketum) Serikat Buruh
Migran Indonesia (SBMI) Hari-
yanto menilai, secara subtansial
(i dalam RUU PPMI belum me-
ngatur pentingnya kontraktual
dan pembiayaan penempatan
buruh migran. Menurut di, bu-
ruh migran harus mengikut kon-
trak dalam perjanjian penempat-
an dan perjanjian kerja.

"Kedua perjanfian ini mengatur
hak dan kewaiban buruh migran
dan tugas PPTKIS mengatur ke-
pastian bekerja baik itu siapa -
majikannya, di negara mana, be-
kerja sebagi apa dan berapa biz-
yanya,"ungkap Hariyanto.

Data dari SBMI menyebutkan,
sepanjang 2014 hingga 2015 ter-
jadi kasus sebanyak 734, Dari
angka tersebut hanya 9 kasus
yang memiliki perjanjian penem-
patan. Akibatnya, mentrut Hari-
yanto penyelesaian sengketa
buruh migran dan majlkannya
merugikan buruh migran, Se-
mentata pada tahun 2016 hingga
2017 terjadi kasus sebanyak 1501
dan lagi-lagi hanya 65 kasus yang
ditemukan memiliki perjanjian
penempatan. (nas)
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